
BUPAfi *CSH UTARA
FROVIHSI ACEH

PERATURAI{ BUPATT ACEH UTARA
NOMOR4" TAHUN 2024

TSNTANG

PEPOMAN PTLAKSANAAIIT PS$ISARUSU?AMAAN GENSSR
BI$}YTILT"AHI R RAH MANIR RAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YAH& MAHA PENGASIH LAGI MAHA PEFIYAYANG

ATA$ RAHMAT AIJ.4H YANO MAHA KUASA

Menimbang

Mengingat

BUPATI ACEH UTARA,

a. bahwa daLam rangka meningkatkan kedudukan, peren dan
kuelitas serta uFfiy{ mewujudkan kesetarsan daa *eacilan
gender dalam pembangunan, dipertukan pengarusuts.msaa
gender sehingga dapat berperan serta dalam prrofiee
pembangunan;

b' lrahwa agar Pengarusutamaan Gender sebagaimana
dimaksud ds.larn huruf a dapat terwujud di rfubupatln Aceh
utnra $eeer& terene&na., terpadu, den berkeginambungan
dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Noilsr
15 Ta?run gOsg tentang ped<rman umurn pJl,akeaflaan
Pengarusuta.ffi$an (lender dalq,m Pembangunan Daerah
oehgairoana tdsh diuhah dengan peraturan Menteri Daleft
Negeri Nomor 67 Tahun 2o1l tentang perubahan atas
Rraturan lvfenteri Dalam Negeri Nomor I S Tahun zoog
tcrrtang Frdornan Umum Pela.kunaan Pengarusufnnlggn
Gender dalam Fembanguna.n Dacrah, prlu diatur dalam
Pers,tura$ Bupati;

c. bahwa berda*arkan pertimbangan sebageimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan kraturan
Bupati Aceh Utare tentang pedoman pelaksanaan
Pengarusutamean Oender;

l. undangundang Nomor T Tahun lg84 tentang reapmhan
Konvensi Mengcnai Penghapusan Segala -Bcntuk
Diekriminasi terhadap Perempuan {Iemharan Negara
Republik Indanesia Tahun 1gB4 Nonnor zg, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3??l);

2- Undang-Undeng ltlomor 3g Tahun lg,#t trnhns Hak Asagi
Manusla (Ixmbaran Ne6,ara Republik Indonesia Rryubilk
lndonesia Tahun 1999 Nomor 16$, Tembahe$ l"embaran
Negara Republik lndoneeia Nomor 3gB6h

3. Undang-Undang Nomor +4 Tahun lggg tentang
Penyelenggara&n Keistimewaan Propinsi tlaerah letimewa
Acsh (Lsmbar&n Negara Republik Indsn*sia Tahun 1gg
Nomor 172, Tcmbahen Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomor 3893);
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4. Undang-Undang Nornor 1l Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan tembaran Negara
Republik Indoneela Plomor 46);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Z0l4 tentang
Pemerintalran Dacrah (I^embaran Ncgara Republik Indonesii
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor SS8T) sshng.irnpna Gfaf,
beberapa kali diubeh dengen Undang.Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah
Penggand Undang-Undang ilomor 2 Tahun 2022 tefitatTg
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (i.emberan Negara
Republik Indqreeia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor bgSS);

6. Undang-Undang Nomor lO Tahun 2024 tentang t(abupaten
Aceh Utara di Aceh (lcmbaran Negara Republik Indoneeia
Tahun 2024 Nomor lO8, Tambehan lcmbaran Negara
Republik Indoneaia Nomor 6930);

7, Fareturen Mentori Dalam Negeri Nomor lS Tahun tOOg
tentang Pcdoman Umum Fclakcanaan pengarueutamaan
Gender (Berita lrlegara Republik Indonesia Tahun 2OOg
Nomor 83, Tambahan Berita Negara Rcpublik lndonesia
Nomor a869I sebagaimana t€lah diubah dengan peraturan

Y*"1"1 Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2Ot l tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dal,am Negeri Nomor 15
Tahun 2OO8 tcntang Pedoman Umum pel;akeanaan
Pertgarusutqmgaq Gender dalam pembangunan Daera}
(Bcrita Negara Republik lndonecia Tehun 2Ol l Nomor gog,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

8. Peraturan Menteri pemberdayaan perempuan darr
Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun ZO2t tentang pedoman
Nomenklatur Ferangkat Daerah bidang fumberdayaan
Perempuan dan Pertindung,an Anak {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O21 Norror 826i;

9. Qanun Acch Nomor 6 ?ahun 2009 tentang pernberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Aceh
Tahun 2O09 Nomor 6, Tambahan kmbaran Daerah Aceh
Nonor 5);

lO. Peratur&n Gubcrnur Nomor 6 Tahun 2Ol4 tcntang
Pelaksanaan Perencanaan penganggaran Responeif Gendei
Berita Aceh Tahun 20tr4 Nomor g, Tambahan Berita Aceh
Nomor 6);

11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2O19 tentang
Percepatan Pelakaanaan Pengarueutamaan Cender (Bcrita
Aceh Tahun 2019 Nomor 99, Tambahan Berita Aceh Nomor
17l,;

12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2020 tentang
klaksanaan Pengarusutamaan Oender dan tnklusi $osi*
dalam Pembangunan bidang Ungkungan Hidup (B€rita Aceh
Tahun 2O20 Nomor 50, Tambahan Berita Aceh Nomor 2?);
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13. Feraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2oz2 tentang Kriteria
dan Tata cara Pemberian Intensif Fengelolaan Lingkungan
Hidup;

14, Qanun Kabupaten A*eh utara Nomor 6 Tahun ?$16 tentang
Fembentukan dsn $usunnn Ferangkat Kabupat*n Ae*h
Utara (l*tnbarun Ifubupa.ten Aeeh Utara ?ahun 2016
Nomor 6, Tambahan l*mbaran Kabupaten Aceh Utara
Nomor 2l9l sebagaimana teleh diubah deng*n eanun
Kabupaten Aceh Utere Nomor I Tehun ZO? I tentang
Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh ut*ra Nomor 6
Tahun 2016 tentarl* Fefirbentukan dan $ueunan perangkat
Kabupaten Aceh utara {Lembaran Kabupaten Aceh utara
T*hun zA21 Hezrr 1, ?ambahan Lemhrau Hahmpaten
Aceh Utsra Noaor 24O);

15. Pcraturan Bupati Aceh utara Nomor 1r rahun gsl? trntang
Sueunan, Keduduken, Thgas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinag
Sonisrl, Pemberdayaan Perempuan dan Ferlindungan Anak
Xebupaten Aceh Utsrs {B€rita Deeruh Kebupten Ae*h
ut&re Tatrun 2St7 Nsncr I l, Tamb,ahan Berita D**rah
Kabupaten Acth u&r* Nsmor 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEDOMAN
FELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETSI*TUAN UMUM

Fasel I
Dalaffi Peraturan Bupati iui yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten Aceh utara yang *elanjutnya disebut Kabupaten

adalah suetu ke*atu*n nrasy'arakat hu.kum yarrg diberi
kewenangen untuk mengetur dan mengurue Bendiri uruaan
pemerintahan dan kepntingan ilBsyarakat setempat seeuai
dengnn Per,aturan Perundang-undangan d*lam si*tem dan
prineip Negara Kesatuan Repuhlik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara RepubUk Indoneeia Tahun
1945, yang dipimpin oleh seora.ng Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelengara
Pemerintahan ltabupten yang terdiri dari Bupati- dan
Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Bupati Aceh utara yang elanjutnya disebut Bupati adaiatr
Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih rnerarui euatu
proaee demokratis yang dilakukan berdasarkan n?aq
Langeung, umum, bebas, rahaeia, jujur dan adil.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DeeBn hrwakilan Ratryat Kabupaten dalam
penyelenggaraan Uru*an Pemerintatran yang mEnjadi
kewenangan Kabupaten.

5. Garnpong adalah kesatueil ma*yarakat hukum yang berada
di bawah mukirn dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak
rnenyelenggerak*n urus&a rurnah t*ng$a ssndiri.

A t,



4

6. Gend* adql&h honscp yang rrrengacu Fd* perb+d*sn
peran, fungsi dan tanggung jawah taki-laki dan pererupuan
yang tcdadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaa.n
so*iel dart budeye,

7. Fengarusut*rurnn Gender yefig slenjutnya disebut FUG
adalah etrat*gi yang dibangun rmtuk mengintcgrasikan
gender menjadi $atu dimensi integral gender yaitu laki-latd
dan perempuan dari perencanaafl, penyusunafl,
pel*.ksanaa*, pema*t*uan dan evalua$i et*s keQisket dan
pragrarn pernhangunen dasrah.

8. Keaetaraan Gender adaleh kerame^en kondioi bagi lllt i*I&ki
dan perempuan ufituk memperoleh kesempatfin dan hak-
hakny* **b*gai manusia, agar mampu herperan dan
beryerti*ip*si d*I*m kegiatan politik, ekanemi, sc*ia},
buday*, pertaha*an den keamen&*, *ert& kes*r*aaa dslam
rn+nikmati haeil pembangun&n.

9. Keadilan Gender adalalr suatu proscs untuk menjadi adir
terhadap laki-laki dan perempuan.

1o. Analisis sefider adatah pmsc$ analists data gender ffisana
sistematis tr:rtang kondisi laki-leki dan pcrrernpuen
khuaurnya berkaitan dengen tin$ke.t ektres, partieipasi,
kontrol dan perolehan manfaat dalam proscs pembangunan
untuk mengung[apkan akar permasalahan terjadinya
ketimp*rg** kedudukan, fung*i, p€ffifl dan tanggung jawab
antara l*ki{*ki dan Ferempuen.

11. Perenc&neen Fengenggaran Reaponrif Oender adeleh
percncanaan untuk mencapai ke*etaraan dan ksadilan
gender yang dilakukan mrlalui pengintegrasiflil
pengal*me*, *spire*i, kebutuhefl, pdef,.si d*a pemyeles*i*n
permeealah*n }aki-l*ki dan Ferempuan.

12. Anggeran freoponeif Gender edeleh pengunaen atau
pemanfaatan an#aran yang beraeal dari berbagni surnber
pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan
gender.

13- ffo@t finnt FUG adstsh ap*mtur Ferangkat dsrrah yarg
mernpunyai lrernerrynran untuk melakuhan psngamsutamsen
Gender di unit kerjanya masing:masing.

14. Kelompok Kerja Fengarusutamaan Gender yang selanjutnya
di*but Po\ia puc *datah wadah konsulta$i bagi pelersen€r
den penggerek p€ngarueut*maan gender dari berbegai
Feraaskat daerah dan Gampong di lingkuftga$ knrcrintah
Daenah.

15. Rencana Pernh*ngunan Jangka Menengah Daerah
Ikbupatan ysng cebqiutnya didngkat RPJMB K*bupaten
ad*tah d*kurn+n p€rencanafin ltabqpeten untuk periade s
{linns} t*hu*"

16. Rencana $trategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra Perangkat Daerah ad*Iah Sokumen
Perencans*n Perenglrat Daereh untuk periode S tlima)
tshun.

I7. Rencana Kerja Ferangkat Daerah yang eelanjutrrya dieingkat
Renja Fbrangkat Daerah adalalr dokumen persncanaan
Perangkat Daerah untuk periode I {satu} tahun.
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18. M*r An*rlgffi$ tuthwcy yfrng mtanjutkan disin$ket sAp
adalah pfo$e$ sistemetis untuk menganarisiu perueaaan
gender dan dampknya dal,am konteks tertentu, Ecrta
merenceneken tinalel€il untuk meBg&taBi ketidakseteresn
tersebut.

19. Gendar .dsfion Br4dgret yang aetanjutnya dieingk*t GAB
adalah a.$ggaran yang ditrdiukarr untuk lnendukung
kesetaraan gender dengan mengaloka*ikan dana unru[
rrygrem ya1lg rneagate*i ketidakmta*nen dan *remperbafti
kondisi kelompok yaflg kurang beruntung.

BAB II
MAKSUN DAN TUJUAH

Pasal 2
(1) Feraturan Bupati ini bermaksud untuk mendor,ong

efektifitas PUG seba*ai Balah satu pengeru$rtamaan
pernbangunan yang diiabarkan dalam psruncana&n,
p€nganggsrer, dam pelaksanaan Fda mtiap perangkat
deerah sehinsgp lehih terintregasi traneparan, partieipatir,
respon*if dar akuntabel,

{2} Peraturan Bupati ini bertqjuan;
a" meningkatkan komitmen perangkat Daerah dalam

perceffitan pclnke*nasn PU# 'di ff*crah;
b. membriken acua* bagi Fer*ag!*t Deereh dalam

pengintegmsian gender melalui pefiencanaa:l,
pe}nksanaan, pengantsEJr&[, pernantau&n, dan Erraluasi
pembangunan; dan

c. menjadi pedoamn delsm rangka *emrjudkan kcsatflrsan
dan keadilan gend*r datern kehtdupan hrkeluarga,
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

BAB III
RUANG IJNGKUP

Paqal 3
Ruang Lingkup Peraturan Bupati inl nreliputi:
a. kewenangan;
b. kelembagaan;
e. pcrrncanann dan pelsksanaan;
d, pelapore,n, Bemant*uan dan evaluaei;
e. pernbinaan; dan
f. pendanaan.

BAB IV
KEIITENANGAN

Pa*aI 4

Kewenangan Femerintah Kabupaten dalam pelakeanean
pengarusutarnaan gender di Kabupaten teldiri dari;
a. penetapeft kebiiakn prlpksanaan zuG di Kabupatea;
b. koordinasi, fa*ilita*i dan mediasi peraksanaan kebijakan

PUG;
c. faeilitaei penguatan kelembagaan dan pengembangan

mekanisme PUG pada lembaga pernerintarran, tembaga
penelitian d*n pengembangan lembaga non penrorintafi di
Daerah;
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d. koordinasi, fasilitsgi dan rnediasi pelaksana*n kebii*k*n,
progrem dan kegiatan yang respondf gender;

e. pemantauan dan evsluasi plakeanaa^n ptJG;
f. pomborian bentuen teknig fesiutas{ peleks*nsfl Fus den

pengembangsn materi komunikasi, inforrnasi dan dukasi
PUG;

g. pelakoanaan psngartrsutamaan gender puG yang tcrkar.t
dengan bidang pmbangunan terurama dibidanf potitik,
ekonomi, meial budaya.pertahanarr dan hamanan.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 5

{1} ?atay rangl{a melaksanakan kebirjakan wbagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 hun:f b di$rujudkan tatarn-uatur
kelembagaan untuk rnendukung pelakeanaan pUO.

{3} Kele*rrkgasn #b*Saiffierle dimak*ud
dilakuksn melalqi p*nrbentukan :
a. Kelompok Kerjs PUS;
b. Tim hnggerak PUG; dan
c. Fbcs, tuint.

pade eyet (1)

(3) Kelompok K3'rja FUG eebagaimana dimakrud pada ayar [2]huruf a diketuai oleh Kepala Eadan hrencanaan
fembangunan Dacrah yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

{4} Ketompk Krrja ruG rcbagaimana dimakcud pada ayat {J}
mernpunyai tugas :

a. mempromosiken dan memfasiliteci FUG di pD;
b. melaksanakan noeialisasi dan advokasi pu&;
c. menyusun program kerja setiap tahun;
d, mendoreng trrwqiudnys pfrencaaas,n dan pengangggran
c. yang Responsif 0ender;
f. m6nyu$un rerc{ilra kerja Kelompok Kerja pus mtiap

tahun; dan
g. merumuekan rekomendaai kebijakan pUG kepada

Cam*t dan Geuchik.

{5} Tim Penggsrek PUo ffihagai*rana dimaksud pada asat {a}
huruf b beranggpt*kan:
a, Badan Perencanaan Fembangunnn llaerahl
b. Dinas sosial, pemeberd,ayaan perempuan dan

FerlindungEn Arrek;
c. Dinas Pemherds.yean Masyaral*at, pengendelian

Penduduk dan Keleuarga Berencana;
d. Badan Pengelola Keuangan Dacrah; dan
e. Inspeltorat"

ts} fim Peng8srak Ft G aebagaimana dimaksud pada ayat {$}ditetapknn dengar.r tr(eputusan Bupti-
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